MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN HAK KOMUNAL ATAS TANAH
MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN MASYARAKAT YANG BERADA DALAM
KAWASAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin hak-hak masyarakat hukum

adat dan hak masyarakat yang berada dalam kawasan

tertentu, yang menguasai tanah dalam jangka waktu
yang cukup lama perlu diberikan perlindungan dalam
rangka mewujudkan tanah sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat;

b. bahwa dengan semakin meluasnya penerapan Hak
Komunal yang terjadi dimasyarakat dan untuk
menghindari terjadinya perbedaan pemahaman maka
perlu mengganti Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2015
tentang Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Penetapan Hak
Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan

Masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu;

Menetapkan

10.

PERATURAN MENTERI

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai
Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3643);
Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan
Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);

Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri

Kabinet Kerja Periode 2014-2019;

MEMUTUSKAN:
AGRARIA DAN TATA RUANG/

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG TATA
CARA PENETAPAN HAK KOMUNAL ATAS TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

5

Hak Komunal atas Tanah, yang selanjutnya disebut Hak
Komunal, adalah hak milik bersama atas tanah suatu
masyarakat hukum adat, atau hak milik bersama atas
tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada
dalam Kawasan Tertentu.

adalah kawasan hutan

perkebunan. dan kawasan kota
Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang

Kawasan Tertentu atau

terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga
bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan

tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

A Pathway to Communal Rights

Common Grounds



